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DPR-Pemerintah Sepakat

RUU KKS Jadi Pijakan Keamanan Digital

KOMISTIDPR mulai membaias
RUU Keamanan dan Ketahanan
Siber (KKS) bersama Pemerintah,
Delupan frakst Senayim sepakat
membasa rancangan itu ke tahap
panitia kerja. Namun, pemba-
hasannya tidak dikebut karena
msth menyimpan celh substans.

Ketua Komist I DPR Utut
Adinto menegaskan, RUU mi
akan jadi fondast baru penye-
lenggaraan keamanan siber na-
stomal, Untuk itu, pembehasannya
harus cermat dengan melibatkan
pilak yang memahami prakiik
terbaik di bidamg digital. Langkah
serius mutlak diperlukan meng-
ingal regulast ini merupakan hal
baru bagt Indonesia

Utut menyoroli pengaturan
tindak pidana siber yang be-
lum memiliki padanan dalam
regulast lam. RUU 1t akan jad:
pijakan utama Indonesta dalam
menghadapi berbagal tantangan
keamanan digital masa depan,
Karena penguatan seklor siber
dan intemet dipastikan semakin
mendesak pada masa mendatang,

Selamutnya, dia meminta agar
draf rancangan yang disusun
Pemerintah tdak dipublikastkan

kepada masyarakat, Antistpasi
itu dilakukan untuk mencegah
munculnya polemik yang tidak
perlu, “Pereduran hoaks di tengah
publik juga dapat ditekan melalus
kebijakan pembatasan dokumen
tu," ujamya, Semn (29/62020);

Meski sepakat melanjutkan
pembahasan, sejumlal fraksi
menyampaikan calatan krilis ter-
hadap rancanzan regulasi baruy
itu, Fraksi PKB menilai, penjeli-
san Pemerintah belum memg-
dar dalam mengurar persoalan
koordinasi antarkementerian
ddan lembaga. Sektor itu selama
ini sermg Kali jad: ik lemah
pengelolaan keamanan siber.

PKB juga menyoroli peng-
aunaan istilah mfrastntur mfor-
masi kritkal dalamm drafRUU siber
mastoral it Merekamembunding-
Kannya dengan istilah mfrastrukiur
informast vital daam Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2022,
Perbechzan nomenklatur 1w perlu
diperjekis agar tidak menimbulkan
mulitafsir bagt publk.

Fraksi Partar Golkar mengo-
rekst perbedaan redakst dalam
naskah penjelosan Pemerintah
mengenat stabilitas nastonal dan

ckonomi. Mereka mengingatkan
agir kelentuan pemberian peng-
hargaan kepada penyelenggara
mlrastruktur tidak jadi fokus
tanga pelaksanaan UU. Target ca-
paian kinerja regulasi harus telap
diutarnakin secara konsisten.

Sementara Frakst Partar De-
mokrat berharap, penguatan peran
Pemerintzfidatam RUU ini mem:
bawa dampak posttif. Langkah
i diharapkan bisa mengakhin
prakiik saling lempar tanggung
Jawab antarlembaga saal terjadi
nsiden sibér. Smergl seluruh 1n-
stanst arus tervipta dengan btk
dem: perlindungan data.

Kendatt demukian, rapat akhir-
nva menyepakatt pembentukan
panitza kerja untuk membahas
RUU KKS bersama pihak Peme-
rintah, Ututmeminta Pemerintah
menyiapkan tim dengan kapa-
sitas teknis memadai untuk
menghadapt rumitnya mater,
“Pembahasan bakal menyentuh
aspek kompleks termasuk ke-
tentuan pidana dan detail teknis
operastonal,” tambah Utut.

Datam rapat itu, Wakil Menter

Hukum Edward Omar Sharf

Hianej turut membenkan penjela-

san mengenat draf regulast, Di-
Katakan, RUU KKS dirancang
untuk memperkuat tata kelol
keamanan siber nastonal melalui
pendekatan yang menyeluruh.
Regulast ity diharapkan memben-
Kam manfaat bagt pemajuan keta
heman negara di bidang teknologi.

Menurut Eddy, perkembang-
an ancaman siber yang masi(
menuntut hadimya regulas1 yang
kual dan komprehensif, Aturan
baru harus mampu jadi dasar
hukum utama penyelenggaraun
keamanan siber secara nastonal
“Legislast transformatf diperlu-
kan untuk menghadapt dinamika
kejahatan siber yang semakin
cangulh belakangan im,” ujamya

Dalam paparannya, Pemerin-
tah menjelaskan sedikitnya 10
substanst ulama yang akan diaur
dalam aturan 1. Poin pertama
mengatur penyelenggaraan ke-
amanan stber pada infrastrukur
informast dan mfrastruktur n-
formasi krilikal. Penyelenggara
wajib melindungi sistem yang
dimiliks, dikelola, atau dioperasi-
Kan dar berbagzat ancaman digatal.

Poin kedua mengatur pe-
nyelenggaraan ketahanan stber

melalui peningkatan Kapasitas
sumber daya manusia secara
berkala. Aspek teknologi dan
proses bisnis juga akan diper-
kuat melalur standardisas yang
ketat. Poin ketiga mencakup
kerja sama internasional dalam
penyelenggaraan keamanan si-
ber anfamegara secara bilateral.

Substanst keempat mengatur
penguatan peran Pemerintah
mulal dari penyusunan standar
hingga kebijakan nasional siber.
Upaya itu meliputi peningkatin
kompetens SDM, pengembang-
an industri siber, pemberian
pengharzaan. hingga pemantatian
anomali alu Tintas inteme Lang-
kah koordinan{ tersebut bertujuian
mendeleks! gangguan Jarngn
sejuk dim,

Poin kel mengatur pelaksan-
an qudit teknis sebaga proses
pemertksaan, penelusuran, dan
pengumpulan fikta insiden siber
Porn keerram memuat partsipast
masyarakat dalam mendukung ke-
amanan siber secara langsung
matpun tidak kmgsung. Poin ketu-
Juh mengatur regulast mengenal
kepastzan sumber pendanan bag
penyelenggarsankelahinan mpye
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